WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAMN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGE! SERTA

Menim bang

Menginga

TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk melaksanakan kertentuan Pasal 4 Peraturan

Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birckrasi Nomor 25 Talm 2021 tentang Pemrederhanaan

Srruktur Orpanisaszi pada Insianai Pemerintah unluk

Fenyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan

Waliknta lentang Kedudulan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota

K upan g

1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undeng Nomor 5 Tahun {996 tentang
Fembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [ Kupang
(Lembaran Negam RBepubtlk Indonesia Tahun 1996
MNomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3633);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonresia Talun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran HNegara Republik Indongsia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberzpa kali lerakhir
dengan Undang-Undang HNomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Xepa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2020 Nomor 584, Tambahan
Lembaran Negara Republkk Indonesia Nomot 6573);
Peraturan Pemerinteh Nomor 18 Tehun 2016 tentang
Perangkat Daesrah  (Leinbaran Negara Republik
[ndonesin Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesta Nomor 3887)
schagaimana Lldah  diubah dengan  Persturan
Femerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang perubaban
atas [Peraturan Pemerintah Nomori8 Tahun 2016
tentang Peranghkat Daerah (Lembaran Negars Republik
[ndeonesis Tabun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6402);
Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara
dern Reformasi  Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
[nstansi Pemeriniah unluk Penyederhanaan Birokras:
(Berila Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor
246,
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Rata Bupang (Lembaran Daerah Hota Kupang Tahun
2016 Neomor 13, Tambahan Lembaran Dacrah Kota
Kupang MNomer 273) sebagaimana itelah diubah
beberapa kall terakhir dengan Peraturan Deerah Kota
Kupang Nomer & Tahun 2019 tentang Perubaban
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kora Kupang [Lembaran Daerah
Kota HKupang Talhun 2015 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Deerah Kota Kupang Nomor 283):



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG  KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASL. TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH EKEOTA
KUPANG.

BAR 1
KETENTLUAN UIMLIM

I*agal 1

Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan :

1.D a erah adalah Kma Kupang.

s
3
4

Pernerintah Daerah adalalh Pemerintah Kota Kupang,

Walikota adalah Waliltota Kupang.

Sekretariat Daerah  selanjutnya disebut Setida adalah  Sekretarial
Daerah Kote Kupang.

Sekretaris Diaerah, selanjutnya disebut Sekda adalash Sekretaris Daerah
Kota Kupang.

Badan Pendapatan [Daerah yang selanjutnya disebut Badan adaiah
Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang,

Jabatan Administrasi adalabh sekelompok jabatan vang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta  administrasi
pemerintahan dat pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tupas berkaiten dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keghlian dan keterampilan terientu.

Peipbat Funpsional adalah Pegawai A3SN yang menduduki Jabatan
Fungmional pada Instansi Pemeriniah.

10.8uh Koordinalor adalah pejabat fungsional jenjang ahlimuda yang

ditugaskan untuk rmelaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan,
baik vang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari
tugas jabatan administrater di lingkup unit kerja.

11.Unit Pdaksana Tcknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah

unsur pelaksana teknis daerah pada Badan Pendapatan [Daerah [Daerah
Kota Kupang,

e



(1)

(2]

(3

(4

BAR |[
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

Hadan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin cleh Kepale

Badan vang berkedudukan ¢ bawsh dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris daeriah

Badan sebagaimana dimelksud pada avat [1] mempunyai tugas

membantu Wabikota melaksanakan urusan penunjang pemeriniahan

vang menjadi kewenangan daerah di  bidang Pendapatan

Daerah/f Pengelolasn Pajpk dan Retribusi Daerel

Badan Pendapatan [Daerah dalam melaksanakan tugas scbapaimana

dimaksud pada ayat (1] menyelenggarakan fungsi:

H  perumuszn kehijakan daerah di kiglang pendapatan
caerah /peng =lolaan pajak dan relribusi daerah;

b. pelaksanaan  kebijakan daeralh d  bidang pendapatan
daerah/pengelolzan papk dan retribusi daerah;

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pendapatan
daerah /vengelolaan pajale dan retribusl daereh:

d pelaksanaan administrasi badan di bidang pendapatan
daerah/pengclolaan pajak dan retnbusi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 3

Badan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (1) merupakan
Badan Tipe B dengan susunan organisasi terdin atas ;
a Kepsla Badan;
b. Seloetarat, dengan 1 {satu) Sub Begian Umum dan Kepegawaian,
c. Bidang Pajk dan Retribusi Daerah, terditd dari

1. Suh Bidang Perndaiaan dan Pendaftaran; dan

2. Bub Bidang Perhitungan dan Penetapan
d Bidanpg Pajak Bumi dan Bangunan dan Hea Perolehan Hak Atas

Tenah dan Bangunan, terdiri dari:

1. 'Sub Bidang Pendataan dan Pendafraran; dan



(4

(3

(4

=

{&i

(1)

(2}

2. Sub Bidang Penpelolzan Date, Penilaian, Perhitungan dan
Penetapan.
e. Bidanpg Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dan:
1. Sub Bidang Pengawasan dan Venfikasi; dan
2. Sub Pidang Penyuluban dan Peraturan Perundang-Undangan.
. Kelompok Jabatan Fungsionai;

g UPTD.

Sekrelariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hoarof b, dipimpin
oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertangsung jawab kepada
Kepala Badan.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yvang beredsa i
bawah dan bertanggung jawzb kepada Kepala Badan.

Jub Bagign dipimpin aleh kepala Sulr Bagian yang berada di bawah
dant bertanggung jawab kepada Sekrelaris.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh: kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertangging jawab kepada Kepals Bidang.
Bagan Susunan Struktur Organisasi schagaimana dimaksud pada ayat
() tercantum dalm Lampiren den merupskan begian yang tidak -
terpisaahken darf Peraturan Walikota ini.

BAB I
TUGAS DAN FUNGS]

Pasal &
Sekretariat mempunyal tugas melaksanakan koordinasi pelaksansan
tugas, pembindan, pemberian dukungan administrasi kepada selurnh
unit orgamsasi di ingkungan Badan.
Untuk melaksanakan tugas sebagniimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan;
b penvusunan rencana, program dan anggaran badan;
¢ pembinaan dan pemberian dukungan administrasi badan vang
meliputi penvelenggaraan urusen ketatausahaan rumah tangga,
ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustaicaan, kevangan,
kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyerakat dan

keprotekalan, kearsipan dan doekumentasi;



(1)

(2

(1)

(2)

d. pelaksanaan monttoring, evaluasi dan pelaporsn program kerja
badan; dan

& npelaksanaan tugss kedinasan lain yang dibenkan oleh atasan,

Pasal b

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempuni/al tugas melaksanakan

tugas sekretarial lingkup administrasi umum dan kepegawaian badan.

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pelayanan surat menyural, kearsipan,
ketatalakeanaan, kepustakaan, kehumasan dan dokumentasi
lingkup badan;

h melakaanaken pengelolaan sarana dan prasarana;

2}

melakukan pembinean dan administrasi kepegawaian;
d menerima dan mengkoordinasi tindak lanjut pelavanan dan
pengaduan masyarakal; dan

e melaksanakan fugas dinas lain yang diben oleh atasan.

Pasal 6

Bidang Papk dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan

mengkacrdinaeiken dan mengendalikan kegiatan Pendataan dan

pendaftaran, perhitungan dan penetapan dan penagihan, monitoring

dan pelaporan.

Untuk meleksanak:in tugas sebagaimena dimaeksud pada ayat (1),

Bidang Pejak dan Retribugi Daerah mempunval fungsi ;

a. melaksanakan Perencanaan dan pengembangan Pendapatan
Daerah di Bidang Papk Daerah dan Retribusi Daersh;

b melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan
pendapatan daerah;

¢. perumusan kebijakan telmis pendaftaran, pendataan dan
penciapan Fajpk Daerah dan Retribusi Daerah;

d. pelaksama:in  pendaftaran dan pendataan Wajb  Pajpk
menghimpun dan mengolah data objel dan subjek Pajak Daerah;

¢. penyusunan Deftar Induk Wajib Pagk Deasrah;

[ penghiilingan dan penetapan Papk Daerab dan Retribusi Daerah;

& pelakssnaan penagihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan
Pajak Daerah dan Reribusi Daerah; '



(L]

(2)

(1}

(2)

pelakzsanaan dan pendistribusian sets penyvimpansn Surat-surat
perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan
penetapan pajgk daerah; dan

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Fasal 7

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai Lugas membsant ©
Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kepiatan pendataan dan
pendaftaran.

Untuk melaksanakan tugns schagaimana dimeksud pada ayat (1}, Sub

Bidang Pendatazn dan Pendaftaran mempunyai fungsi:

A

4]

melakukan pendataan terhadap objek dan subjek papmk Daereh
tdan Retfribusi Daerah;

mendisiribusikan dan menerima Remball formulir ‘pendaftaran,
SPTPD yang telah diisi oleh Wajb Pajalk

membuat dan memelihara Daftar Induk Wajh Pajak Daerah dan
Retribusi daerah;

d. menerhitkkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah {NPWFPDj:

melaksanakan penilaian uj kepatuhan wajib pajak dacralh dan
kontribusi daerah; dan

melaksannkan tugas dinas Tuin yang diberikan olkh atasan.

Pasal B

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas membantu
Bidang melaksanakan kebijpkan teknis dan kegiatan perhitungan dan

penetapan.
Untuk melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1}, Sub

£

Bidang Perhitungan dan Penetapein mempunyai fungsi :

melaksanakan penghitungan dan penetapan secars jabatan papk
daerah serta menerbitkan Surai Ketetapan Pagk Daeerah (SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN, SKPDLB);
menestapkan obiek dan subiek Papk Daerah sebagai Wajb Paiak
Daerah:

meclakesanakan penetapan Surat Ketetapan Pajpk [/ Retribusi
Daerah Kurang Bayvar (SKPDKE), Surat Ketetapan Pajk Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDEBTS, SIIJ.'&L. Retelapan



(1)

(2

(1)

d

Pajak/Retnbusi Daerah Nihil (SKFDN), Surat Ketetapan Pagk
Daerah Lebih Bayar (SKPDLEB} dan ketetapan Pagk lainmysg; dan

melaksanakan Lugas dinas lain vang diberikan oleh atasan,

Hasal 9

HBidang Paplk Bumi dan Banpuhan dan Bea Pemlehan Hak Alas Tanah

dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan pendatzan dan pendaftaran, penge=liolaan
data, pemnilaian, perhitingan dan penetapan, dokumentasi dan

pelaporan.
Untuk melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perplehan Hak Atas Tansh

dan Bangunan mempunyai [ungsi:

d.

melaksanakan Perencanean dan pengembangan pendapatan
daerah di Bidang Pajaik Bumi den Bangunan dan Bea Pergiehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan:

melaksanakan pengadministrasian  lkonsultasi informasi dan
pendapatan daerah;

perumusan kebijakan teknis pendatasn, pendafraran, pengelolaan
data, penilaian, perhitungan dan penetapan pajak FBB-P2 dan
BPHTR;

pelaksanaan  pendaftaran dan pendataan Wajib Pajplc FBB,
menghimpun dan mengolah data cbjek dan subjek Pajak PBRB-P2
dan BPHTE:

penyusunan Daftar Induk Wajb Pajak PBB-I*2:

penghitungan dan penetapan Pajplk PBB-P2;

pelaksanaan dan pendistribusian serte penyimpanan surai-surag
perpa |kan berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, pengalahan
data, penilat an dan perhitungan dan penetapan pajpk FBB-P2 dan
BPHTE: dan

melaksanakan tugas dinas lain yang dibemikan oleh atasan

Pasal 10

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunvai tugas membaniu
Bidang melalkksanakan kebijalan teknis dan kegiatan pendataan an

pendaftaran.
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(3}
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1j, Sub

Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyal fungs: .

& melakukan pendataan dan pendaftaran ierhadap ohjek dan subjek
papk PBB-PZ;

by mendisbibusikan dan menerima kembali lormulir pendeftaran,
(SPOP/LSPOP) yang teddah diisi oleh Wajib Pajalk,

¢, menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan
PEEB-P2.

d melaloikan pelayanan pengaduan dan penelitian Japangan atas
permohonan Mutasi Pagk PBB-P2; dan

€ melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan,

Prama] 11

Sub Bidang Pengelolaan data, Penilaian, Perhilungan dan Penetapan

mempunyai tugas membantu Bidang melskaanakan kebijakan weknis

dan kegiatan pengelolaan data, penilsian, perhitungan dan penetapan.

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada avat(lj, Sub

Bidang Pengelolaan data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan

mempunyai fungsi

a. mengolah dan memelihara Oaftar [nduk Wapb Fajalk PBB-FZ;

b melaksanakan penilaian dan perhitungan Niai Jual Objek Papk
FBB-"2 dun BFHTE:

¢. mendistribusikz 1, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi
Surat Setoran Pejak Daerah {SSPD) BPHTE:

d mengolah data percichan objek papk BPHTB dan melakukan entry
deta mutasi PAB-P2 berdasarkan Surat Seroran Pajak Daerah
(S5FD} BPHTR;

e melskuken penilaian uj kepatuhan Pajk PBER-P2; dan

f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan,

Pasal 12
Bidang Pengawasan dan  Pengendalian mempunyai  fugas
melaksanakenmengoordinagilkan dan  mengendalikan  kegiatan
pengawasan dan verifikasi, keberatan dan angsuran, penyuluhan dun
peraturan perundang-undangan,
Untuk melaksanakan tugas sebegamens dimaksud pada ayat (I
RBidang Pengawas:sin dan Pengendalian mempunyai fungst



(1

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Payk Dagrah dan
Retribusi Daerah;

h. memumuskan  kebijakan teknis  hidang pengawasan dan
pengendalian; ;

c. melaksanakan penagihan pajpk daerah dan retribusi daerah dan
pendapatan daeral lainnye vang telah melampaui batas wakin
jatuh termpo scrta tunggalkan-tunggakannva,

d pelaksanaan prosea penpgajuan keberatan dan  pengurangan,
pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi
admintstrasi, restilusi, kompen3a § dan permohonan banding;

2 melakukan pemeriksasn dan penindakan;

f pelaksanaan Pemyuluhan Peraturan Perundang-undangan; dan

g melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bidanp FPengawasan dan Verdfi kasi mempun? rai tugas membantu

Bidang melakeanak:in kebijakan tekmis dan kegiatan pengawasan dan

verifikasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1], Sub

Bidang Pengawasan dan Verfikasi mempunyal fungsi:

a melakukan peninjauan lapangan terhadap pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapalan daerah lainnya;

b, melakukan pengawasan dan verifikasi serta penagihan pajak
daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainhya vang telah
mclampaui bates waktu jatuly tempo;
melalukan pemeriksaan dan ‘penindakan;

d. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan piutang pajai
daerah;

e memyverifikasi laporan omset, surat pemberitahusn pajks daerah
[SPTPLY) dan pembayaran pajal; dan

f. melaksanalkan tugas dinas lain vang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundoang-Undangan
mempuny Al tugas membaniu Bidang melaksanakan kebijakan teknis

dan kegiatan penyuluhan dan peraturan perundanp-undangan.



(2}

(1)

(2)

(3)
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayarn (1}, Sub

Bidang Penvuluhan dan Peraturan Perundang-undangan memptunyai

lungsi

a membuat rancangan Peraturan Dasrah dan produk hukum sang
berkaiten dengan pajak. daerah dan retribusi daersh, PBB-F2 dan
BFHTE;

L. merencanakan dan 'melaksanakan kegiatan penyuluhan dan
spsialisasi peraturan daerah tentang pajk daerah, PBEB-P2 den
BPHTE;

¢. melaksanakan kepiatan bimgbingan teknis tentang sistem dan
mekanisme pemungutan pajpk daerah kepada petugas pa jk;

d merumuskan masasish-masaiah pendapatsn daerah, mengkaj dan
mencari alrernatif penyelesaian masalah; dan

e melalksanakan tugas dinas hin yang diberilkan oleh atasan.

HAR IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAN

Pamal 15

Fada Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan
kepialan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang vang
menjadi kewenangan.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari
Prrangkat Dacrah vang bertengpung jawab kepada Kepala Badan
Ketenfuan lehih lanjut mengenzai nmomenklatur, jumiah dan jenis,
SUSUNAT Organisasi, fugas dan fungsi UPTD scbhagaimana dimaksud

pada avat (1), diatur dengan Peraturan Walikota,

BAE V
KELOMPORK JABATAN FUNGSBIONAL

Pasal ©
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pefabat tingg madya, pejsbat pimpinan tingsi
pratama, pejabal administralor, atal pejabat pengawss yang memilik

keterkaitan dengan peldksanaan tugas Jabatan Fungsional,



(2)
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(4)

(=)

(1)
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(4)

Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab =ecara lanpgsung
sehagaimana ditmaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan strukrur
arganisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin cleh Sub Kcordinator Jabatan
Fungzional yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas
usulan pejpbat yang berwenang,

Sub Koordinator schagaimansa dimaksud pada sjat (3) melaksanakan
tugas penyusunen rencana, pelaksanaan  dan  pengendalian,
pemantauan dan  evaluasi, serla pelaporan pada satu kelompok
substars  pada ‘masing-masing pengelompokan  fungs!  jabatan
administrator.

Sub Koordinalor sebagaimana dimaksud pada aval (4}, ierdiri atas:

a Sub koordinator substansi perencanaan dan keuangan;

k. Sub koordinator substansi penagihan monitoring dan pelaporan;
¢. Sub keordinator substansi dokumentasi dan pelaporan; dan

d. Sub koordinator substansi keberatan dan angsuran;

BAR Wi
TATA KERJA

Pasal 17
Deiam  melaksanakan tugasnye, Ssetiap unsur organisasi wajib
meneTApkan pringip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalarm
lingkungan masing-masing MAaupuUn antar Satian orfganisasi di
lingkungan pemerintah daerah serta dengam imstan® kin di hiar
pemerinlah daerah sesuai dengan lugas masing-masing.
Setiap unsur organisasi wajib mengawas! bawahannya masing-masing
dan bila tetjadi penyimpengan agar mengambil langkah - langkah yang
diperiukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap uUnsUr organizasi wajity benanggung jRwab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahannya,
Setiap unsur organisast wajib mengkuti dan mematuhi petun juk yang
diberikan dan bertanggungiawab kepada amasan masing-masing seria
menyiapkan dan menyampaikan Bporan balk insidentil maupun

berkala pada waktunva.



(9} Scdap laporan yang diterima oleh Setap unsur organisasi dard
bawahannya wajibh diclah dan dipergunakan scbagai bahan unmk
peryusunan laporan lebibh lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

6] Setiap laporan vang disampaikan kepada atasan, temhusan laporan
wajb disampeiltan pula kepada satuan organisasi lainhya yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(73 T:alam melaksanakan tugas, .Se€tAp unsur  Organisasi Wb
‘mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan
petunjuk kepada bawaban maang-masing.

BAR VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pesal 18
Puda saal Persiuran Walikots ini mulai berlaku, pejabat yang ada wrap
melaksanakan tugasnys sampal dengan ditetapkan pejgbat yang bharu
berdasarkan Peraturan Walikota ini.



BAB V11
WIE TENTUAN PENUTLP

Pasal 19
Pada saar mulai berlakunya peraturan Walikera ini, Peraturan Walikota
Kupang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Keduduken, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungs serta Tata Herja Badan Pendapatan Dacrah Kota Kupang
(Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 419} dicabur dan
dinyatakan tidak berlalwu.

Pasal 20

Peraturan Walikata ini mulai bertaku pada tanpgal diundangkan,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikom i dengan penempatannya dalam Berita Daerabh Kota
Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggat 31 Desmier 2021
fﬁ’Wﬁ.LlK TA KUPANG,

oy
Iy

bJEErIHSV?;DN R RWU KORE

Diundangkan i Ku pang
pada 1anpgal 31 Desember 2021

/J@SB&MQ % DE!{EI:%"LHH‘D A KU
A1 A e
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